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~ JATI DIRI
Pilah-pilih
Beri Bantuan

KESULITAN ekonomi yang
dialami pelawak Nunung membuat
trenyuh. Harta bendanya sudah
habis dijual untuk biaya berobat.
Dia pun memilih ngekos. Padahal,
saat jaya-jayanya, dia menghidupi
50 saudaranya. Yang bikin miris,
ternyata 50 saudara itu sama
sekali tak membantu Nunung saat
kondisinya terpuruk seperti
sekarang.

Di medsos X, ada pula seseorang
yang memiliki kebiasaan
memberikan sedekah yang
berbuah petaka. Rumahnya kerap
didatangi banyak orang yang
meminta sedekah. Jika tidak
diberi, mereka malah marah-
marah. Bahkan, mereka sampai
melempari rumah sang
dermawan dengan petasan. Hal
itu membuatnya tak nyaman
sehingga akhirnya memilih
pindah rumah. Dan, berhenti
memberikan sedekah.

Pelajaran yang bisa diambil
adalah batasan memberikan
bantuan. Boleh-boleh saja
membantu. Namun, jangan
berlebihan. Apalagi sampai
menyengsarakan diri sendiri
meski bantuan itu untuk anggota
keluarga terdekat.
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Sebab, satu kali mendapat bantuan,
orang akan berterima kasih. Dua kali
dibantu, orang tersebut akan merasa
biasa. Dapat bantuan untuk kali
ketiga, orang akan jadi berharap.
Pada aksi keempat, orang tersebut
merasa sudah seharusnya
mendapatkan bantuan. Nah, saat tak
diberi bantuan lagi, orang tersebut
akan marah-marah.

Saya yakin, kejadian itu relate
dengan keseharian kita. Banyak yang
mengalami hal serupa. Tidak dikasih,
dikatakan pelit. Saat sudah dikasih,
tidak berterima kasih. Justru kita yang
emosional. Kalau sudah begitu,
pahala pun bisa jadi tak didapat. Nah,
tentu kita sendiri yang merugi.

Lalu, apakah tidak boleh ber-
sedekah? Tentu saja tidak ada yang
melarang. Apalagi pada momen
Ramadan seperti saat ini. Pahala
kebaikan akan dilipatgandakan.
Hanya, lebih baik memberikan
bantuan tidak dalam bentuk uang.
Untuk kasus dan orang tertentu,
mereka bisa dilatih keterampilan.
Dengan begitu, orang yang dibantu
tersebut tidak ngemis terus.

Alternatif lain adalah bersedekah
ke lembaga zakat tepercaya. Atau
ke masjid yang memang memiliki
program untuk pemberdayaan
warga miskin. Dengan begitu,
uang yang kita sedekahkan jauh
lebih berguna. Yang paling
penting, kita pun jadi ikhlas untuk
memberikan bantuan. (*)

RUU TNI dan Kembalinya
Bayang-Bayang Militerisme

DALAM beberapa hari
terakhir, revisi Undang-Un-
dang Tentara Nasional In-
donesia (TNI), yang dikenal
sebagai RUU TNI, memicu
perdebatan sengit di ka-
langan politik dan akademik.
Amandemen itu, yang di-
ajukan di bawah pemerin-
tahan Prabowo Subianto,
bertujuan memungkinkan
personel militer aktif men-
duduki jabatan sipil strategis
di berbagai sektor. Termasuk
pertahanan, intelijen, ope-
rasi pemberantasan narko-
tika, serta misi pencarian
dan penyelamatan.

Meski RUU itu umumnya
mensyaratkan bahwa se-
bagian besar personel militer
harus pensiun sebelum
memasuki sektor sipil, pe-
ngecualian untuk beberapa
posisi kunci menimbulkan
kekhawatiran terhadap ke-
berlanjutan tata kelola de-
mokratis di Indonesia.

Salah satu aspek utama
dalam perdebatan ini adalah
risiko praetorianisme. Yaitu,
kecenderungan militer un-
tuk berperan dominan da-
lam struktur kekuasaan sipil,
melampaui fungsi perta-
hanan nasional. Konsep itu
merujuk pada sejarah Garda
Praetorian di Kekaisaran
Romawi dan kini digunakan
untuk menggambarkan an-
caman terhadap demokrasi
akibat keterlibatan militer
yang berlebihan dalam pe-
merintahan.

RUU TNI diajukan sebagai
reformasi administratif un-
tuk meningkatkan efisiensi
dan memperkuat keamanan
nasional. Namun, aman-
demen tersebut berpotensi
melemahkan pemisahan
institusional antara ranah
militer dan sipil yang telah
dibangun sejak era pasca-
Soeharto. Pada masa rezim
otoriter Soeharto, doktrin
dwifungsi militer membe-
rikan legitimasi bagi TNI
untuk berperan luas dalam
pemerintahan. Namun, Re-
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formasi 1998 bertujuan un-
tuk mengurangi pengaruh
militer secara bertahap dan
memperkuat kontrol sipil
serta partisipasi politik.
Revisi itu dapat ditafsirkan
sebagai langkah mundur
dalam proses demiliterisasi
yang telah berlangsung lebih
dari dua dekade.

Ambiguitas Hukum
Analisis kritis terhadap
RUU itu perlu mempertim-
bangkan berbagai tantangan
institusional yang dapat
muncul akibat diperboleh-
kannya perwira aktif men-
duduki jabatan sipil strategis.
Pertama, terdapat potensi
tumpang-tindih kewenangan
yang bisa menciptakan am-
biguitas hukum dalam pe-
nerapan regulasi.

Dalam kasus pelanggaran
atau korupsi, tidak jelas
apakah seorang perwira
militer yang menjabat di
posisi sipil harus diadili di
pengadilan sipil atau militer.
Ketidakjelasan tersebut

Dosen departemen politik
dan pemerintahan
Universitas Diponegoro

merusak keseimbangan de-
mokrasi yang dibangun sejak
era reformasi.

Pemisahan otoritas sipil
dan militer merupakan pilar
fundamental bagi stabilitas
demokrasi dan tata kelola
pemerintahan yang efektif.
Reformasi pasca-1998 di-
rancang untuk memastikan
bahwa administrasi publik
dijalankan oleh pejabat ter-
pilih dan birokrat profesional
sehingga militer tidak secara
langsung mengintervensi
pengambilan keputusan
politik. RUU TNI berisiko
mengikis prinsip itu. Mem-
buka jalan bagi sentralisasi
kekuasaan yang dapat meng-
hambat partisipasi politik.

Secara struktural, institusi
militer beroperasi dengan
hierarki yang kaku. Jika pola
tersebut diterapkan dalam
birokrasi sipil tanpa meka-
nisme pengawasan yang
memadai, sistem pemerin-
tahan yang partisipatif dapat
berubah menjadi lebih
eksklusif dan otoriter.
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Pemisahan otoritas sipil dan militer

merupakan pilar fundamental bagi

stabilitas demokrasi dan tata kelola
pemerintahan yang efektif.”

dapat membuka ruang bagi
impunitas dan melemahkan
mekanisme akuntabilitas
dalam sistem demokrasi.
Kekhawatiran lain adalah
kemungkinan berkembang-
nya struktur dual government
di mana institusi formal dan
proses elektoral tetap ada,
tetapi keputusan strategis
berada di tangan elite militer
dan sekutu politiknya yang
beroperasi secara tertutup.
Pola tersebut berpotensi

Pengawasan Sipil
Karena itu, proses revisi
legislatif tersebut harus di-
sertai mekanisme penga-
wasan yang ketat. Parlemen,
bersama masyarakat sipil
dan media independen,
harus memastikan bahwa
setiap perubahan dalam
undang-undang tetap men-
junjung tinggi prinsip su-
bordinasi militer terhadap
kekuasaan sipil. Personel
militer yang menduduki
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jabatan sipil harus
tunduk pada stan-
dar transparansi
dan akuntabilitas
yangsamadengan "
pejabat terpilih.
Selainitu, lemba-
gaperadilan yang A
independen harus
memiliki kewenang-
anuntukmemper-
jelas batas yuris-
diksi dalam menangani

konflik atau penyalahgu-
naan wewenang

guna memas- <.
tikan akunta-

bilitas yangjelas.

Ancaman praetorianisme
bukan hanya
persoalan legis-
latif, melainkan
juga tantangan ek-
sistensial bagi demokrasi
Indonesia. Konsentrasi
kekuasaan di tangan elite
militer dapat mengikis ke-
percayaan publik terhadap
institusi negara dan mele-
mahkan partisipasi politik
-dua elemen kunci dalam
proses konsolidasi demokrasi.

Penguatan
penga- @
wasan
sipil menjadi keharusan
untuk mencegah infiltrasi
militeryang dapat mengubah
sistem demokrasi menjadi
simbol belaka. Risiko kem-
balinya praktik otoriter yang
mengaburkan batas antara
pemerintahan sipil dan mi-
liter adalah ancaman nyata.

Tantangan utama Indo-
nesia saat ini adalah me-
nyeimbangkan kebutuhan
keamanan dan efisiensi
dengan penghormatan
terhadap prinsip-prin-
sip demokrasi, memas-
tikan bahwa kekuasaan tetap
berada di tangan mereka
yang dipilih oleh rakyat dan
bertanggung jawab kepada
publik. Mempertahankan
kendali sipil yang kuat atas
angkatan bersenjata adalah
kuncibagi masa depan de-
mokrasi Indonesia. (*)
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MENULIS OPINI

Panjang tulisan maksimal 650 kata.
Kirim ke: opini_jp@jawapos.co.id.
Sertakan nomor rekening, NPWP,
salinan KTP, foto, dan nomor telepon.
Naskah-naskah yang sudah lima hari
di redaksi dan tidak termuat otomatis
dianggap kembali ke pengirim. (*)

Terjerat Tiket Mahal oleh Calo di Terminal

. LALO-CALD
NEGAK ADA YANG JUAL TIKET
LOLOS KE PTALA PUNTA, NIH.,
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SAYA setiap hari berangkat
kerja dari Jombang ke Sura-
baya naik bus antarkota dalam
provinsi pergi pulang (PP).
Beberapa hari lalu, saat naik
bus dari pulang kerja tengah
malam, beberapa penumpang
yang dioper dari bus lain naik
di tengah perjalanan.

Dua di antara mereka adalah
seorang ibu parobaya bersama
anaknya yang masih kecil. Dari
percakapan dengan pe-
numpang lain, siibu bercerita
awalnya dirinya naik dari Ter-

minal Purabaya (Bungurasih).
Diahendak menuju Jawa Barat.

Oleh calo di Terminal Pu-
rabaya, dia diarahkan me-
numpang bus jurusan Jogja
lebih dahulu, baru nanti di-
sambung dengan bus lain.
Yang memprihatinkan, siibu
itu ditarik Rp 400 ribu per
orang untuk turun di Jogja
(bersama anak berarti Rp 800
ribu). Padahal, ongkos bus
ekonomi Surabaya-Jogja ha-
nya Rp 120 ribu-Rp 150 ribu.

Mohon kepada pengelola

Terminal Purabaya untuk mem-

bersihkan para calo tiket dari
area terminal. Apalagi saatini
memasuki arus mudik Le-
baran. Kasihan y7,
para pemudik, Y/ 2.4 v/ 4 L4
terutama pe- Ny gyrat dikirim
rantau, yang Wy ke e-mail: -
menjadikorban N pm@]awap°s°"°'_'
mereka. N atau WhatsApp:
W 08525989 2506
N Sertakan
IIS N., ‘ <alinan KTP, alamat
Diwek, ‘ \engkap, dan nomor

Jombang, telepon-

N
08123357vcx N
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